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ABSTRAK

Indenesta adalah negara hukum, sebagai negara bukum dalam pelaksanaan
berbangsza dan  bernegara berlandaskan pada hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat {3) Undang- undang Dasar Republik Indonesia tahun 1943, Pasal 18 A,
18 B, Undang — Undang Dasar Republik Indonesia tabun 1945 menvatakan
penyelenggaraan pemerintzban tidak diselenggarakan  secara scotralisasi  tapi
desentralisasi. Landasan Hukum utama  yang dizunakan adalah UU.No. 32 tabun
2004 tentang Pemcrintahan Daerah dan UL No. 33 Tabun 2004 tentang
Perimbangan Keuvangan antara Pusat dan Dagrah, PP No, 55 Tabun 2005 Tentang
Perimbangan Keusngan antara Pusat dan daerah dan PP No, 38 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam  penvelenggarasn pemerintahan dan untuk  mewnjudkan  1wjuan
vernegara pada akhimya menimbulkan hak dan kewajiban Nepara vanz dapat dinilzai
dengan uang. Sesual denpan kewenangan vang dimiliki dasrah, maka untuk
mendukung penyelengearaan otonomi daerah  memerlukan biaya vang ditanggung
olech daerah  melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu
komponen terbesar dalam  belanja daerah  ssat ind, dana perimbangan mempunyat
peranan  penting  dalam mendukung  pelaksanpan desentralizasi. Dana perimbangan
dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonemi dasrah, Dana perimbangzan
meliputi Dana Alokasi Umum ( DAU), Dapa Alokasi Khusus ( DAK) dan Dana Bagi
Hasil (DBH).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empinis dengan
pendekatan study kasus (case study. Menggunakan data primer vang didapat melalui
wawanecara dengan  Informan, terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah
(BAPPEDA) dan personel yang berwenang di Bagian Keuangan Badan Pengzelolaan
Keuanpan daerah (BPKD).

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Perimbangan Kevanpan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah masib belum terlaksana sebagaimena mestinya
menuret UL No,33 Tahun 2004, Disarankan kepada Pemerineah kabupaten pesisir
seclatan agar pencairan DAK  tidak terkendala, penetapan aparatur dzerah betul -
betul profesional sesuai dengan bidang masing- masing tidak ada istilah terlambal
karcna daerah dituntut kesiapannya dalam pelaksanaan otonomi, sehingpa kucuran
dana dan pusat {cpat szsaran dan dapat dipergunakan untuk kesejahierazn rakyat
daerah.



BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum, sebagal negara hukum dalam pelaksanaan
berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pazal 1 ayat (3} Undang- undang Dasar Republik Indonesia tahuen 1945, Indonesia
adalah negara hukum menjalankan kekvasaan negara berlandaskan  konstitusi
bersendikan demokeasi Pancasila,

Megara Indonesia adalah negara kesaluan mempunyal makna, kedaulatan
negara adalah tungeal, tidak tersebar pada negara — negara bagian seperti dalam
negara Federal/Serikat.' Sistem pemerintahan pada negara kesatuan  adalsh
sentralizasi  artinya  pemerintahan pusat memegang kekuassan penuh.  Negara
Indonesia sangat luas memiliki wilayah  5.193.232 km2 dan jumlah penduduk
203.436.000 jiwa terdini dari beragam suku bangsa, bermgam etnds, heragam
golongan, dan memelek agama vang berbeda - beda. Penduduk Indonesia VAL
sangat padat  memerlukan pembagizn wilayah atau wewenang karena semakin
luas wilayah suatu negara niscaya semakin dibutuhkan desentralisasi, Pasal 18
A, 18 B, Undang — Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan
penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi  tapi

desentralisasi.” Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang pemerintahan

——

! Hapif Murcholis, Teori  dan Prakik Pemerintahan don ZNonomi daeral. PT Gramedia
widia sarana Indonesia, 2005 hlm,17
? Lihat Pasal 18 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah Amandemen



(politik dan adminisirasi) pada pemerintaban pusat. Sentralisasi terdapat pada
pemerintahan lama di Indobesia sebelum e.u:]ﬂr!}'a. otonomi dacreh. Kelemahan dari
sistern sentralisasi a-:'_la.lah seluruh kepulusan dan kebijakan di dacrah dihasilkan
pemerintaban pusat, sehinpgpa wakiu yang diperlukan untuk memuluskan sesuatu
menjadi lama, Kcelebihan sistem ini pemerintab pusat tidak harus memikirkan
permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena
keputuzan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Desentralizasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan
dan kebijakun, sistem desentralisasi dapat memperbaiki serla meningkatkan
efektifitas dan produktivitas. Kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi
khusus untuk dacrah adalah euforia vang berlebiban, Wewenang tersebut hanva
mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk
kepentingan golongan atau oknum, hal tersebut terjadi karena sulit untu dikontral
oleh pemerintah di tingkat pusat.

Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun 1945
menegaskan bahwa pemerintzhan terdin darl pemerintah pusat dan pemerintah
dasrah yang diatur dengan undang- undang, Pemerintah mengeliarkan kebijakan
mengenai olonomi dzerab, yakni dengan diberlakukannya Undang- undang No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerab dan Undang- undang No.33 Tahun 2004
tentang Ferimbangan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Dacrah. Isi vang
terkandung dalam uwndang- undapg tersebut tidak ditujukan wntuk melakukan

“resentralisasi” atas apa yang telah didesentralisasikan, namun lebih ditjukan



BARB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang telsh diuraikan pada

bab terdahulu yang mengacu pads perumusan masalah, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut -

L. Pelaksanaan Perimbangan Keusngan anlara Pemerintah Pusat dan Daersh

antar organisasi yaitu, departemen keuangan, departemen teknis, dan
pemerintah daerah  kurang koordinasi yaity sumber data belum jelss tidak
transparan terutama mengenai DBH. Selanjuinya mengenai penctapan alokasi
DAK dalam UU No. 33 tahun 2004 dzn PP No, 23 lahun 2005 berdasarkan,
krteria umum, kriteria khusus, dan kriteda teknis tetapr ditetapkan dalam

pembahasan denpan DPR,

2. Kendala dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara petnerintah pusat
dan daerah adalah pencairan DAK tahap akhir disebabkan terlambatnya
laporan pertanggung jawshan kegiatan, sehingga dana belum bisa dicalrkan.

B. Saran

1.

Disarankan Pelaksanaan Perimbangan Keuvanpan antara Pemerintah Pusat dan
daerah Kabupaten Pesisir Selatan  harus berdasarkan UL Mo, 33 tahun 2004
tentang Perimbangzn Keuangan antara Pemerintah Pusal dan Daerah dan PP
No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbanpan. Harapan  penulis kepada

pemerintah pusat tentzng  DBH daerzh hisy mengetahui berapa pajak dasrah
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